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ABSTRAK 

 

Penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code merupakan 

instrumen penting dalam sistem keamanan maritim global untuk mencegah ancaman 

pembajakan dan kejahatan terhadap kapal niaga. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan ISPS Code dalam pencegahan pembajakan di kapal MT CHEM 

STAR, dengan fokus pada keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan 

serta ketidakkonsistenan pelaksanaan latihan keamanan (security drill). Metode 

penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan teknik 

pengumpulan data melalui observasi langsung di atas kapal, wawancara dengan awak 

kapal, serta studi dokumentasi terhadap Ship Security Plan (SSP) dan jadwal latihan 

keamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara administratif MT CHEM STAR 

telah memenuhi ketentuan ISPS Code, namun pada tingkat operasional masih 

ditemukan kendala berupa keterbatasan fasilitas keamanan dan pelaksanaan security 

drill yang belum berjalan secara konsisten dan efektif. Kondisi tersebut berdampak pada 

rendahnya kesiapsiagaan sebagian awak kapal dalam menghadapi potensi ancaman 

pembajakan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan ISPS Code tidak 

hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap dokumen dan regulasi, tetapi juga oleh 

ketersediaan sarana pendukung dan kualitas pelatihan awak kapal secara berkelanjutan. 

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pengawasan, pemenuhan fasilitas keamanan, 

serta pelaksanaan security drill yang terstruktur guna meningkatkan kesiapsiagaan dan 

keamanan kapal secara menyeluruh. 

Kata kunci: ISPS Code, pembajakan, keamanan kapal, security drill, kapal tanker. 
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ABSTRACT 

 

 

The implementation of the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 

plays a crucial role in the global maritime security system to prevent piracy and other 

security threats against merchant vessels. This study aims to analyze the implementation 

of the ISPS Code in preventing piracy on board MT CHEM STAR, with particular 

emphasis on the limitations of security supporting facilities and the inconsistency in the 

execution of security drills. A qualitative descriptive research approach was employed, 

with data collected through direct onboard observation, interviews with ship crews, and 

document analysis of the Ship Security Plan (SSP) and security drill schedules. The 

findings reveal that administratively MT CHEM STAR complies with ISPS Code 

requirements; however, operational shortcomings remain, particularly in the availability 

of security equipment and the effective and consistent implementation of security drills. 

These shortcomings have led to uneven levels of crew preparedness in responding to 

potential piracy threats. This study concludes that the effectiveness of ISPS Code 

implementation depends not only on regulatory compliance and documentation, but also 

on adequate security facilities and continuous crew training. Therefore, strengthened 

supervision, improved security infrastructure, and structured security drills are essential 

to enhance overall ship security and crew readiness. 

Keywords: ISPS Code, piracy, ship security, security drill, tanker vessel. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan industri pelayaran internasional pada era globalisasi saat 

ini menunjukkan peran yang sangat vital bagi kelancaran arus perdagangan 

dunia, di mana sebagian besar distribusi barang antarnegara dilakukan melalui 

jalur laut. Laut tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi utama, tetapi 

juga menjadi jalur logistik yang menghubungkan pusat-pusat produksi dan 

konsumsi lintas benua. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia 

dengan posisi strategis di jalur pelayaran internasional menjadikan sektor 

maritim sebagai tulang punggung perekonomian nasional, baik untuk 

perdagangan ekspor-impor maupun distribusi domestik. Namun di balik peran 

penting tersebut, sektor pelayaran menghadapi tantangan besar berupa 

ancaman kejahatan maritim yang semakin kompleks, salah satunya adalah 

tindak pembajakan (piracy) dan perampokan bersenjata di laut (armed robbery 

against ships). Ancaman ini tidak hanya menimbulkan kerugian material yang 

signifikan, tetapi juga membahayakan keselamatan jiwa awak kapal, merusak 

reputasi perusahaan pelayaran, serta mengganggu stabilitas perdagangan 

global. 

Laporan International Maritime Bureau (IMB) menunjukkan bahwa 

aksi pembajakan masih menjadi persoalan serius di berbagai perairan strategis 

dunia seperti Teluk Guinea, Laut Cina Selatan, dan perairan Asia Tenggara 

termasuk Selat Malaka dan Singapura. Meskipun berbagai upaya pengamanan 

telah dilakukan, data terbaru mengungkapkan bahwa ancaman ini belum 

sepenuhnya dapat diatasi. Menurut laporan tahunan IMB dan International 

Maritime Organization (IMO), sepanjang tahun 2024 tercatat 146 kejadian 

pembajakan dan perampokan bersenjata terhadap kapal secara global, menurun 

tipis dibandingkan tahun 2023 yang mencapai sekitar 150 kejadian, namun di 
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kawasan Asia Tenggara justru terjadi peningkatan, di mana wilayah Selat 

Malaka dan Singapura mencatat 91 insiden pada tahun 2024 dibandingkan 85 

insiden pada tahun 2023. Di Indonesia sendiri, jumlah insiden kejahatan 

maritim meningkat dari 10 insiden pada tahun 2022 menjadi 18 pada 2023 dan 

naik lagi menjadi 22 insiden pada tahun 2024, di mana sebagian besar 

dikategorikan sebagai perampokan bersenjata dan dua di antaranya masuk 

kategori pembajakan murni. Beberapa di antara kasus tersebut melibatkan 

penggunaan senjata tajam dan kekerasan yang mengakibatkan awak kapal 

mengalami ancaman langsung dan intimidasi, menunjukkan bahwa keamanan 

pelayaran masih memerlukan perhatian serius. Tingginya angka insiden ini 

mengindikasikan bahwa meskipun regulasi internasional telah diberlakukan, 

implementasi di lapangan masih memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku kejahatan. 

Dalam konteks ini, kapal Tanker kimia seperti MT CHEM STAR 

memiliki tingkat kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan kapal jenis lain. 

Kapal Tanker kimia mengangkut muatan yang bersifat berbahaya (hazardous 

cargo) seperti bahan kimia korosif, mudah terbakar, dan bernilai ekonomi 

tinggi. Muatan semacam ini tidak hanya menarik perhatian pelaku pembajakan 

karena potensi keuntungan finansialnya, tetapi juga membawa risiko tambahan 

berupa bahaya lingkungan jika terjadi kebocoran atau kerusakan akibat aksi 

kriminal. Bongkar muat yang melibatkan transfer cairan kimia melalui pipa dan 

pompa menuntut standar keamanan tinggi dan pengawasan ketat, sementara 

akses kapal yang terbuka selama proses tersebut dapat menjadi titik lemah yang 

dimanfaatkan pelaku kejahatan. Selain itu, sifat kargo yang sensitif membuat 

dampak pembajakan tidak hanya berupa kerugian materi, tetapi juga potensi 

bencana ekologis apabila muatan beracun tumpah ke laut. Oleh karena itu, 

penerapan ISPS Code di kapal seperti MT CHEM STAR menjadi sangat 

penting, tidak hanya untuk melindungi aset perusahaan dan keselamatan awak 

kapal, tetapi juga untuk mencegah kerusakan lingkungan laut yang dapat 

berdampak luas. 
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Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman kejahatan maritim 

dan terorisme global, International Maritime Organization pada tahun 2002 

mengesahkan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 

melalui amandemen Safety of Life at Sea (SOLAS) Convention Bab XI-2 yang 

kemudian mulai berlaku secara internasional pada 1 Juli 2004. ISPS Code hadir 

sebagai standar keamanan global yang mengatur langkah-langkah pencegahan, 

deteksi, dan respon terhadap ancaman terhadap kapal dan fasilitas pelabuhan, 

termasuk ancaman pembajakan. Kode ini terdiri dari dua bagian, yakni Bagian 

A yang berisi ketentuan wajib (mandatory requirements) dan Bagian B yang 

memberikan pedoman (guidance) dalam pelaksanaannya. Di dalamnya diatur 

kewajiban bagi setiap kapal yang melakukan pelayaran internasional untuk 

memiliki Ship Security Plan (SSP), menunjuk seorang Ship Security Officer 

(SSO), serta melakukan Ship Security Assessment (SSA) guna mengidentifikasi 

potensi kerawanan keamanan. Selain itu, ISPS Code juga mengharuskan 

pelatihan awak kapal, pengawasan ketat terhadap akses ke kapal, sistem 

komunikasi darurat, serta koordinasi dengan otoritas pelabuhan. Konsep 

keamanan yang diatur dalam ISPS Code berlandaskan pada teori manajemen 

risiko yang menekankan pentingnya proses identifikasi ancaman, penilaian 

kerentanan, serta penerapan langkah mitigasi yang terintegrasi dalam prosedur 

operasi kapal. Teori keamanan maritim juga menegaskan bahwa keberhasilan 

pencegahan ancaman seperti pembajakan hanya dapat dicapai melalui 

kombinasi langkah preventif, deteksi dini, dan respons cepat yang melibatkan 

kolaborasi semua pemangku kepentingan, mulai dari negara bendera (flag 

state), perusahaan pelayaran, operator pelabuhan, hingga awak kapal itu 

sendiri. 

Indonesia sebagai negara anggota IMO telah meratifikasi konvensi- 

konvensi internasional yang terkait dengan keselamatan dan keamanan 

pelayaran, termasuk SOLAS dan ISPS Code. Implementasi ISPS Code di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang 

Pelayaran yang menegaskan kewajiban pemerintah dan operator kapal dalam 

menjamin keselamatan serta keamanan pelayaran. Regulasi lebih teknis 
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tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, serta Peraturan Menteri Perhubungan 

Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas 

Pelabuhan yang secara khusus mengatur penerapan ISPS Code di kapal dan 

pelabuhan Indonesia. Regulasi ini diperkuat oleh berbagai petunjuk teknis 

seperti prosedur verifikasi dan sertifikasi manajemen keamanan kapal dan 

pelabuhan yang mewajibkan setiap fasilitas pelabuhan dan kapal internasional 

untuk menjalani audit keamanan secara berkala. Namun demikian, meskipun 

regulasi telah tersedia dan pengawasan dilakukan, fakta bahwa angka insiden 

pembajakan di perairan Indonesia masih meningkat mengindikasikan adanya 

kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan, baik karena 

keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pelatihan awak kapal, 

keterbatasan peralatan pengawasan, maupun koordinasi yang belum optimal 

antara pemilik kapal, otoritas pelabuhan, dan aparat keamanan. 

Namun, di lapangan masih terdapat berbagai tantangan dalam 

implementasi ISPS Code. Sejumlah laporan dan penelitian menunjukkan 

bahwa beberapa kapal internasional masih menghadapi hambatan seperti 

pelatihan awak kapal yang belum rutin dilakukan, prosedur pemeriksaan akses 

yang tidak selalu dipatuhi, peralatan pengawasan yang tidak memadai, hingga 

pelaporan insiden yang lambat. Di Indonesia, meskipun kegiatan verifikasi dan 

audit telah berjalan, masih terdapat pelabuhan dan kapal yang belum 

sepenuhnya memenuhi standar internasional karena keterbatasan anggaran, 

infrastruktur, maupun koordinasi antar lembaga terkait. Hal ini menegaskan 

pentingnya penelitian yang menilai sejauh mana penerapan ISPS Code benar- 

benar dijalankan secara efektif di kapal Tanker kimia seperti MT CHEM STAR, 

terutama dalam konteks pencegahan pembajakan yang masih menjadi ancaman 

nyata. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif 

mengenai kesesuaian penerapan ISPS Code dengan regulasi internasional dan 

nasional, mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul di lapangan, serta 

menawarkan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas 

sistem keamanan kapal. 
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Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, penelitian mengenai 

penerapan ISPS Code pada kapal MT CHEM STAR memiliki urgensi yang 

tinggi. Selain memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan ilmu 

keselamatan dan keamanan maritim, penelitian ini juga memiliki manfaat 

praktis bagi perusahaan pelayaran, otoritas pelabuhan, dan pemerintah dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Temuan penelitian diharapkan 

dapat menjadi referensi dalam peningkatan standar keamanan kapal kimia di 

Indonesia, sekaligus mendukung komitmen internasional untuk menekan angka 

pembajakan dan kejahatan maritim. Kepatuhan yang baik terhadap ISPS Code 

juga akan memperkuat citra Indonesia sebagai negara maritim yang mampu 

menjamin keamanan pelayaran internasional, menjaga keberlanjutan 

perdagangan global, serta melindungi lingkungan laut dari ancaman kerusakan 

akibat kejahatan di laut. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan 

untuk menilai sejauh mana kapal MT CHEM STAR telah melaksanakan 

ketentuan ISPS Code dalam mencegah terjadinya pembajakan, serta untuk 

memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan sistem keamanan kapal di 

masa mendatang. Selain itu, permasalahan kurang konsistennya pelaksanaan 

drill dan peralatan yang kurang, menjadi sebuah masalah yang dapat 

memperburuk jika terjadi pembajakan di atas kapal. Berikut adalah tabel 1.1 

yang menyajikan data drill schedule dan tabel 1.2 yang menyajikan data drill 

equipment di MT CHEM STAR: 
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Gambar 1. 1 Drill Schedule MT CHEM STAR 

Sumber: Dokumen kapal 

Pada gambar tabel diatas yang dilingkari adalah bukti bahwa pelaksaan drill 

yang seharusnya dilaksanakan tetapi tidak dilaksanakan. 

 

Gambar 1. 2 Drill Equipment MT CHEM STAR 

Sumber: Dokumen kapal 
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Simbol istilah Arti dalam Konteks Checklist YES (YA) Pelatihan atau 

prosedur penggunaan peralatan yang bersangkutan Telah Dilaksanakan oleh 

personel yang diperiksa. NO (TIDAK) Pelatihan atau prosedur penggunaan 

peralatan yang bersangkutan Belum Dilaksanakan atau tidak memenuhi standar 

pelaksanaan yang disyaratkan.NA atau NOT APPLICABLE (TIDAK 

BERLAKU)Persyaratan pelatihan atau peralatan tersebut Tidak Berlaku untuk 

pelasanaan drill tersebut. 

Memperhitungkan mengenai luasnya pendapat terhadap permasalahan 

yang ada, maka pada saat penyusunan skripsi ini peneliti memberikan fokus 

penelitian yang dapat tersedia berdasarkan pada referensi serta pengetahuan 

yang berkenaan dengan materi ini yang dapat dijadikan sebagai sumber data. 

Untuk mempermudah pemahaman, peneliti memberikan fokus penelitian yang 

bersinggungan langsung dengan penerapan ISPS Code dalam pencegahan 

pembajakan. 

 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis terdorong 

untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul: 

“PENERAPAN ISPS CODE DALAM PENCEGAHAN 

PEMBAJAKAN DI KAPAL MT CHEM STAR” 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan 

praktis bagi industri pelayaran Tanker, khususnya dalam menyusun strategi 

pencegahan pembajakan. Dengan mengacu pada teori pemeliharaan preventif 

(penelitian ini akan mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi 

efektivitas penerapan ISPS Code, sekaligus memberikan rekomendasi teknis 

yang aplikatif untuk mencegah terjadinya pembajakan pada kapal, khususnya 

kapal Tanker. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Setelah mempertimbangkan latar belakang yang telah dijabarkan, 

beberapa persoalan yang bisa diangkat dan diidentifikasi adalah: 
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1. Ancaman pembajakan masih menjadi risiko nyata terhadap keselamatan 

kapal, muatan, dan awak kapal dalam pelayaran internasional. 

2. Penerapan ISPS Code di atas kapal tidak optimal karena perbedaan tingkat 

pemahaman awak kapal terhadap prosedur keamanan. 

3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan di kapal. 

4. Ketidakkonsistenan dan ketidakefektifan pelaksanaan latihan keamanan 

(Security Drill) di kapal MT CHEM STAR. 

 

 

C. BATASAN MASALAH 

Mengingat luasnya permasalahan yang teridentifikasi, dan sesuai 

dengan uraian sebelumnya, penulis membatasi fokus pembahasan pada: 

1. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan di kapal. 

2. Ketidakkonsistenan dan ketidakefektifan pelaksanaan latihan keamanan 

(Security Drill) di kapal MT CHEM STAR. 

 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pengalaman yang didapat oleh penulis ketika 

melaksanakan praktik laut di MT. CHEM STAR serta dari latar belakang di 

atas, bisa didapat beberapa isu utama yang akan menjadi fokus studi dan 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apa faktor yang menyebabkan keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung keamanan di kapal ? 

2. Kenapa latihan keamanan (security drill) yang dilakukan di kapal MT 

CHEM STAR tidak konsisten dan tidak efektif ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan penjabaran mengenai “Penerapan Isps Code dalam 

Pencegahan Pembajakan di Kapal MT CHEM STAR”. Maka dari itu, riset ini 

bermaksud dalam: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung keamanan di kapal MT CHEM STAR, sehingga dapat 
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diperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi aktual fasilitas 

keamanan yang tersedia, kesesuaiannya dengan ketentuan ISPS Code, 

serta identifikasi kebutuhan perbaikan atau peningkatan demi pencegahan 

pembajakan. 

2. Untuk mengevaluasi konsistensi dan efektivitas pelaksanaan latihan 

keamanan (security drill) di kapal MT CHEM STAR dalam meningkatkan 

kesiapsiagaan awak kapal, sehingga dapat menilai sejauh mana kegiatan 

tersebut berperan dalam membentuk respon cepat, keterampilan teknis, 

dan koordinasi awak dalam menghadapi potensi ancaman pembajakan 

sesuai standar regulasi internasional. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

Diharapkan dari hasil penelitian penulis akan memberikan manfaat 

bukan hanya bagi penulis, melainkan juga bagi para pembaca. Adapaun berikut 

manfaat diadakannya penilitian ini yaitu: 

 

1. Manfaat secara teoristis 

a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan Maritim dan Keamanan Kapal. 

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian 

ilmu keselamatan dan keamanan pelayaran, khususnya terkait penerapan 

International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code dalam mencegah 

pembajakan. Hasil penelitian dapat memperkaya literatur akademik 

mengenai efektivitas regulasi internasional dalam meningkatkan sistem 

keamanan di kapal Tanker, seperti MT CHEM STAR, sehingga dapat 

menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang keamanan 

maritim. 

b. Peningkatan Pemahaman tentang Implementasi ISPS Secara teoritis, 

penelitian ini bermanfaat untuk memperluas pemahaman mengenai 

bagaimana keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan serta 

pelaksanaan security drill berpengaruh terhadap kesiapsiagaan awak kapal. 

Temuan penelitian dapat menjadi dasar 
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pengembangan teori tentang hubungan antara fasilitas keamanan, frekuensi 

latihan, dan efektivitas pencegahan ancaman pembajakan. 

c. Landasan bagi Pengembangan Strategi Pencegahan Pembajakan. Hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai landasan teoritis dalam merumuskan 

model atau konsep strategis terkait pencegahan pembajakan di kapal niaga, 

terutama kapal Tanker kimia. Dengan memberikan data dan analisis yang 

mendalam, penelitian ini dapat mendukung pengembangan teori manajemen 

risiko keamanan kapal yang selaras dengan standar internasional dan praktik 

terbaik industri pelayaran. 

2. Manfaat secara praktis 

a. Penelitian ini memberikan masukan nyata bagi pihak perusahaan pemilik 

dan pengelola kapal MT CHEM STAR dalam mengevaluasi dan 

meningkatkan sarana serta prasarana pendukung keamanan kapal. Hasil 

temuan dapat digunakan sebagai acuan untuk merencanakan pengadaan 

fasilitas keamanan yang lebih memadai, sekaligus memastikan kepatuhan 

terhadap ketentuan ISPS Code demi meminimalkan risiko pembajakan. 

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi awak kapal dan petugas 

keamanan dalam meningkatkan pemahaman pentingnya pelaksanaan 

security drill secara konsisten dan efektif. Temuan penelitian dapat 

menjadi panduan untuk memperbaiki pola latihan keamanan, 

meningkatkan koordinasi antar awak, dan memperkuat kesiapsiagaan 

dalam menghadapi ancaman pembajakan secara cepat dan tepat. 

c. Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi berharga bagi regulator 

nasional seperti Direktorat Jenderal Perhubungan Laut maupun otoritas 

pelabuhan dalam memantau penerapan ISPS Code di kapal-kapal yang 

beroperasi di perairan Indonesia. Hasil penelitian dapat membantu 

pemerintah atau lembaga terkait dalam merumuskan kebijakan, standar 

inspeksi, dan pengawasan yang lebih efektif untuk meningkatkan 

keamanan maritim secara keseluruhan. 
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G. SISTEMATIKA PENULISAN 

Untuk mempermudah para pembaca untuk mencerna dan memahami 

penelitian pada skripsi ini digunakan sistematika lima bab yang saling 

mempengaruhi satu sama lain dan membentuk rangkaian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan latar belakang masalah yang melatarbelakangi 

pemilihan judul, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta organisasi 

penulisan skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menguraikan landasan teori, studi pustaka yang relevan, 

serta kerangka pemikiran konseptual. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini dipaparkan mengenai waktu dan lokasi penelitian, 

metode yang digunakan, cara pengumpulan data, pihak atau objek 

yang diteliti, serta teknik analisis data. 

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan deskripsi data yang diperoleh, proses analisis 

data, pembahasan hasil analisis, serta berbagai alternatif solusi untuk 

memecahkan masalah. Data-data lapangan yang berupa fakta akan 

disajikan sebagai bahan pengolahan, yang kemudian dianalisis untuk 

mengidentifikasi permasalahan, dan selanjutnya dikemukakan 

beberapa opsi penyelesaian agar masalah serupa tidak terulang di 

kemudian hari. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini menyajikan kesimpulan yang berisi jawaban atas rumusan 

masalah penelitian berdasarkan hasil dan pembahasan, serta 

memberikan saran-saran untuk mengatasi masalah yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. TINJAUAN PUSTAKA 

1. Pengertian ISPS Code 

ISPS Code atau International Ship and Port Facility Security Code 

merupakan instrumen internasional yang dikeluarkan oleh International 

Maritime Organization (IMO) sebagai bagian dari amandemen Konvensi 

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974, 

khususnya pada Bab XI-2 mengenai Special Measures to Enhance Maritime 

Security. Kode ini mulai diberlakukan secara internasional pada 1 Juli 2004 

dan menjadi standar wajib bagi kapal serta fasilitas pelabuhan yang melakukan 

pelayaran internasional. Kehadiran ISPS Code tidak terlepas dari 

meningkatnya ancaman terhadap keamanan maritim, terutama pasca tragedi 

serangan teroris 11 September 2001 di Amerika Serikat yang menimbulkan 

kekhawatiran bahwa kapal maupun pelabuhan dapat dimanfaatkan sebagai 

sarana untuk melakukan tindakan terorisme. 

Menurut International Maritime Organization (2003), ISPS Code 

bertujuan untuk menetapkan kerangka kerja internasional dalam mendeteksi 

serta mencegah ancaman keamanan terhadap kapal dan pelabuhan, 

meningkatkan kerja sama antar negara, perusahaan pelayaran, serta otoritas 

pelabuhan, dan menciptakan sistem komunikasi yang efektif terkait status 

keamanan maritim. Dengan adanya standar internasional ini, diharapkan 

kerentanan kapal terhadap aksi terorisme, sabotase, hingga pembajakan dapat 

diminimalisasi. Secara garis besar, ISPS Code terbagi ke dalam dua bagian. 

a. Bagian A bersifat mandatory atau wajib, yang memuat ketentuan pokok 

mengenai penilaian keamanan, penyusunan rencana keamanan, peran 

dan tanggung jawab pihak terkait, serta prosedur sertifikasi. Sementara 

itu, 

b. Bagian B bersifat guidance atau panduan yang berisi petunjuk teknis 

untuk mendukung pelaksanaan bagian A. 
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Kapal yang diwajibkan menerapkan ISPS Code meliputi kapal 

penumpang, kapal kargo dengan tonase kotor 500 GT atau lebih yang 

melakukan pelayaran internasional, serta unit pengeboran lepas pantai yang 

bergerak. Sedangkan pada sisi pelabuhan, setiap fasilitas yang melayani kapal 

internasional diwajibkan menyusun dan melaksanakan Port Facility Security 

Plan (PFSP). 

Dalam implementasinya, ISPS Code menekankan peran personel 

khusus seperti Company Security Officer (CSO) pada tingkat perusahaan 

pelayaran, Ship Security Officer (SSO) pada tingkat kapal, dan Port Facility 

Security Officer (PFSO) pada tingkat pelabuhan. Mereka bertanggung jawab 

untuk menyusun Ship Security Assessment (SSA) serta Ship Security Plan 

(SSP) yang disesuaikan dengan kondisi kapal dan rute pelayarannya. Menurut 

Gunarto (2017), keberadaan personel keamanan ini memiliki peranan yang 

sangat penting karena menjadi ujung tombak dalam memastikan seluruh 

prosedur keamanan kapal dijalankan, mulai dari pengendalian akses, 

pengawasan area terbatas, hingga latihan kesiapsiagaan (security drill). 

Penerapan ISPS Code juga terbukti memiliki dampak signifikan 

terhadap penurunan risiko pembajakan. Fitriani dan Prasetyo (2020) 

menjelaskan bahwa kapal Tanker yang menerapkan ISPS Code secara 

konsisten memiliki tingkat kerentanan yang lebih rendah terhadap ancaman 

perompakan, khususnya di perairan Asia Tenggara yang dikenal rawan 

terhadap tindak kejahatan laut. Hal ini disebabkan karena ISPS Code 

mendorong penerapan prosedur berlapis seperti pengawasan akses masuk 

kapal, penggunaan peralatan keamanan, serta peningkatan kesadaran awak 

kapal melalui pelatihan dan latihan rutin. 

Selain itu, laporan tahunan IMO (2021) mengenai Maritime Security 

menunjukkan bahwa ISPS Code berfungsi sebagai deterrent factor atau faktor 

pencegah. Prosedur keamanan yang ketat menimbulkan hambatan bagi pihak 

yang berniat melakukan pembajakan, karena potensi keberhasilan mereka 

menjadi lebih kecil ketika kapal memiliki sistem keamanan yang kuat. Dengan 

demikian, ISPS Code tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi 
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juga sebagai langkah operasional praktis yang secara nyata dapat 

meningkatkan keamanan kapal di lautan. 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa ISPS Code 

merupakan kerangka regulasi internasional yang bersifat komprehensif, 

mengatur baik aspek administratif maupun operasional dalam bidang 

keamanan kapal dan pelabuhan. Dengan penerapan yang tepat, ISPS Code 

berperan penting dalam pencegahan tindak kejahatan maritim, termasuk 

pembajakan yang menjadi salah satu fokus dalam penelitian mengenai Kapal 

MT CHEM STAR. 

 

2. Ruang Lingkup ISPS Code 

Ruang lingkup penerapan ISPS Code diatur secara jelas dalam SOLAS 

Bab XI-2 yang mencakup kapal, fasilitas pelabuhan, serta pihak-pihak yang 

memiliki kewenangan dalam penyusunan dan pelaksanaan rencana keamanan. 

Secara umum, cakupan ISPS Code meliputi kapal-kapal yang melakukan 

pelayaran internasional dan fasilitas pelabuhan yang melayani kapal 

internasional, dengan tujuan memastikan adanya standar keamanan yang 

seragam di seluruh dunia. 

a. Kapal yang Wajib Menerapkan ISPS Code 

Kapal yang diwajibkan melaksanakan ISPS Code antara lain: 

1) Kapal penumpang, termasuk kapal pesiar dan ferry internasional. 

2) Kapal kargo dengan tonase kotor 500 GT atau lebih yang 

melakukan pelayaran internasional. 

3) Unit pengeboran lepas pantai yang bergerak (Mobile Offshore 

Drilling Units). 

Kapal-kapal tersebut diwajibkan memiliki International Ship 

Security Certificate (ISSC) sebagai bukti bahwa mereka telah 

melaksanakan seluruh persyaratan keamanan sesuai standar ISPS Code. 

Sertifikat ini hanya dapat diterbitkan setelah dilakukan audit keamanan dan 

verifikasi oleh otoritas berwenang. Menurut Simatupang (2018), ISSC 

berfungsi tidak hanya sebagai dokumen formalitas, tetapi juga sebagai 
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instrumen yang memaksa perusahaan pelayaran untuk benar-benar 

menerapkan prosedur keamanan di kapalnya, sehingga menjadi jaminan 

bahwa kapal tersebut telah memiliki sistem pertahanan dasar terhadap 

ancaman pembajakan maupun tindak kejahatan maritim lainnya. 

b. Fasilitas Pelabuhan. 

Selain kapal, ISPS Code juga berlaku untuk fasilitas pelabuhan yang 

digunakan melayani kapal internasional. Pelabuhan diwajibkan menyusun 

Port Facility Security Assessment (PFSA) dan Port Facility Security Plan 

(PFSP) yang mencakup identifikasi kerentanan, penilaian ancaman, serta 

langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Fasilitas pelabuhan menjadi 

pintu masuk utama dalam rantai logistik internasional, sehingga memiliki 

risiko tinggi terhadap aksi terorisme maupun penyusupan. 

Menurut penelitian Rahman (2019), penerapan ISPS Code di 

pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, terbukti mampu meningkatkan kontrol 

terhadap pergerakan barang dan manusia. Hal ini ditunjukkan dengan 

meningkatnya efektivitas pemeriksaan akses masuk pelabuhan dan 

penurunan kasus pelanggaran keamanan. Dengan demikian, ISPS Code 

juga berperan dalam memperkuat sistem keamanan nasional yang 

terintegrasi dengan standar internasional. 

c. Dokumen Keamanan Kapal dan Pelabuhan 

Dalam implementasinya, terdapat sejumlah dokumen penting yang 

menjadi syarat mutlak penerapan ISPS Code, yaitu: 

1) Ship Security Assessment (SSA): penilaian risiko yang dilakukan 

untuk mengidentifikasi potensi ancaman dan kerentanan kapal. 

2) Ship Security Plan (SSP): rencana keamanan kapal yang disusun 

berdasarkan hasil SSA dan harus disetujui oleh otoritas berwenang. 

3) International Ship Security Certificate (ISSC): sertifikat resmi yang 

membuktikan kapal telah memenuhi standar ISPS Code. 

4) Port Facility Security Plan (PFSP): rencana keamanan fasilitas 

pelabuhan yang meliputi prosedur pemeriksaan akses, pengawasan 

area terbatas, dan penanganan keadaan darurat. 
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Menurut Hasanah (2021), keberadaan dokumen ini tidak hanya 

bersifat administratif, tetapi juga memiliki fungsi praktis sebagai pedoman 

operasional dalam menghadapi ancaman nyata. SSP dan PFSP, misalnya, 

menjadi panduan awak kapal maupun petugas pelabuhan dalam 

melaksanakan prosedur keamanan sehari-hari serta dalam kondisi darurat. 

d. Pihak yang Bertanggung Jawab 

Ruang lingkup ISPS Code juga mencakup pengaturan mengenai 

personel yang berperan penting dalam keamanan maritim, yaitu: 

1) Company Security Officer (CSO): pejabat perusahaan pelayaran 

yang bertanggung jawab menyusun kebijakan keamanan kapal dan 

memastikan penerapan SSP. 

2) Ship Security Officer (SSO): pejabat di kapal yang bertugas 

melaksanakan dan mengawasi penerapan SSP serta melakukan 

pelatihan keamanan kepada awak kapal. 

3) Port Facility Security Officer (PFSO): pejabat pelabuhan yang 

bertugas mengawasi pelaksanaan PFSP dan berkoordinasi dengan 

SSO maupun CSO. 

Menurut penelitian Syahputra (2020), koordinasi antara CSO, SSO, 

dan PFSO menjadi faktor kunci keberhasilan implementasi ISPS Code. 

Kegagalan komunikasi antar pihak seringkali menyebabkan kelemahan 

dalam sistem keamanan, yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh 

pelaku kejahatan untuk melakukan pembajakan atau penyusupan. 

e. Tingkatan Keamanan 

ISPS Code juga menetapkan tiga level keamanan yang harus 

dipatuhi oleh kapal dan pelabuhan: 

1) Security Level 1: kondisi normal, penerapan prosedur standar 

keamanan. 

2) Security Level 2: peningkatan keamanan ketika terdapat potensi 

ancaman. 

3) Security Level 3: kondisi darurat ketika ancaman spesifik atau 

serangan nyata terjadi. 
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Menurut Putra (2019), penetapan level keamanan ini memberikan 

fleksibilitas kepada kapal dan pelabuhan untuk menyesuaikan langkah 

pengamanan sesuai dengan situasi ancaman. Misalnya, pada level 2 kapal 

diwajibkan meningkatkan frekuensi patroli dek, memperketat akses keluar- 

masuk kapal, serta menyiapkan prosedur darurat apabila terjadi serangan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa ruang lingkup ISPS 

Code tidak hanya terbatas pada aspek teknis di kapal, tetapi juga mencakup 

pelabuhan, dokumen operasional, personel keamanan, dan sistem level 

keamanan. Ruang lingkup yang komprehensif ini menunjukkan bahwa ISPS 

Code dirancang sebagai instrumen menyeluruh untuk meningkatkan keamanan 

maritim secara global, sehingga berperan penting dalam mencegah tindak 

kejahatan di laut, termasuk pembajakan pada kapal Tanker seperti MT CHEM 

STAR. 

 

3. Tingkatan Keamanan ISPS Code 

Salah satu aspek fundamental dalam penerapan ISPS Code adalah 

penetapan tingkatan keamanan (security levels) yang berfungsi sebagai 

indikator situasi ancaman serta panduan bagi kapal dan pelabuhan untuk 

menyesuaikan langkah-langkah pengamanannya. Tingkatan keamanan ini 

bersifat dinamis, artinya dapat berubah sesuai kondisi aktual yang ditetapkan 

oleh pemerintah atau otoritas keamanan maritim. Secara umum, ISPS Code 

menetapkan tiga level keamanan yang berlaku secara internasional, yaitu 

Security Level 1, Security Level 2, dan Security Level 3. 

a. Security Level 1 

Security Level 1 adalah tingkat keamanan normal, di mana ancaman 

terhadap kapal maupun pelabuhan berada pada kondisi rendah. Pada level 

ini, kapal diwajibkan melaksanakan prosedur standar keamanan 

sebagaimana diatur dalam Ship Security Plan (SSP). Prosedur tersebut 

antara lain meliputi pengendalian akses ke kapal, pengawasan area terbatas, 

pemeriksaan barang dan perbekalan, serta pemantauan aktivitas di sekitar 

kapal. 
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Menurut Santoso (2018), penerapan level 1 bertujuan untuk 

membangun budaya keamanan (security awareness) di kalangan awak 

kapal. Meskipun ancaman relatif rendah, kewaspadaan tetap harus dijaga 

agar awak kapal tidak lengah. Dengan demikian, jika suatu saat kondisi 

meningkat ke level 2, kapal sudah memiliki kesiapan dasar dalam 

melaksanakan prosedur tambahan. 

b. Security Level 2 

Security Level 2 diterapkan ketika terdapat potensi ancaman yang 

lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Pada level ini, kapal dan 

pelabuhan diwajibkan meningkatkan intensitas dan frekuensi prosedur 

keamanan. Misalnya, pemeriksaan akses masuk kapal dilakukan lebih 

ketat, patroli dek ditingkatkan, pencahayaan area luar kapal diperkuat, serta 

akses menuju ruang mesin atau anjungan lebih diperketat. 

Menurut penelitian Arifin (2019), kapal Tanker yang beroperasi di 

perairan Asia Tenggara seringkali diberlakukan pada level 2 karena wilayah 

tersebut dikenal rawan terhadap aksi perompakan bersenjata. Dalam kasus 

ini, penerapan ISPS Code terbukti efektif karena mampu meminimalisasi 

peluang pelaku kejahatan untuk naik ke kapal. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kapal yang konsisten melaksanakan prosedur level 2 

mengalami lebih sedikit insiden dibanding kapal yang tidak patuh. 

c. Security Level 3 

Security Level 3 adalah kondisi ketika terdapat ancaman spesifik dan 

nyata, atau ketika serangan sudah terjadi. Pada level ini, kapal diwajibkan 

melaksanakan tindakan darurat yang ditentukan oleh otoritas keamanan, 

termasuk kemungkinan penghentian operasi kapal atau pelabuhan 

sementara. Prosedur yang berlaku pada level ini biasanya mencakup 

penutupan total akses, penggunaan sistem pertahanan tambahan, hingga 

persiapan evakuasi awak kapal. 

Menurut Putri (2020), penerapan level 3 jarang terjadi, namun 

pernah diberlakukan pada beberapa kapal yang melintasi Teluk Aden pada 

masa puncak pembajakan Somalia tahun 2008–2011. Peningkatan ke level 
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3 terbukti mampu menyelamatkan sejumlah kapal dari upaya pembajakan, 

karena kapal dalam kondisi tersebut telah mempersiapkan citadel (ruang 

perlindungan), memperketat komunikasi darurat, dan melakukan 

koordinasi intensif dengan pasukan keamanan internasional yang berpatroli 

di kawasan tersebut. 

Penetapan tiga tingkatan keamanan dalam ISPS Code memiliki arti 

penting karena memberikan fleksibilitas kepada kapal dan pelabuhan dalam 

merespons ancaman. Tanpa sistem level ini, kapal berpotensi menerapkan 

standar keamanan yang sama dalam kondisi apapun, sehingga menimbulkan 

dua kemungkinan: terlalu longgar (berisiko tinggi) atau terlalu ketat (tidak 

efisien). Menurut Harahap (2021), sistem level keamanan ISPS Code berfungsi 

sebagai risk-based approach, yaitu pengelolaan keamanan yang disesuaikan 

dengan tingkat risiko aktual, sehingga lebih efektif dalam penggunaan sumber 

daya sekaligus lebih adaptif terhadap dinamika ancaman maritim. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan 

tingkatan keamanan dalam ISPS Code merupakan instrumen strategis untuk 

menyesuaikan langkah pengamanan kapal dan pelabuhan terhadap situasi 

ancaman yang ada. Level 1 berfungsi sebagai baseline keamanan sehari-hari, 

level 2 sebagai langkah peningkatan pada situasi rawan, dan level 3 sebagai 

tindakan darurat pada kondisi ancaman nyata. Bagi kapal Tanker seperti MT 

CHEM STAR, pemahaman dan penerapan ketiga level keamanan ini sangat 

penting untuk meminimalkan risiko pembajakan selama pelayaran 

internasional. 

 

4. Konsep Keamanan Maritim (Maritime Security) 

Keamanan maritim (maritime security) merupakan salah satu isu 

penting dalam dunia pelayaran internasional, mengingat laut tidak hanya 

berfungsi sebagai jalur transportasi utama bagi perdagangan global, tetapi juga 

menjadi arena yang rentan terhadap berbagai bentuk ancaman. Menurut 

International Maritime Organization (IMO, 2012), keamanan maritim 

didefinisikan sebagai upaya untuk melindungi kapal, pelabuhan, fasilitas lepas 
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pantai, serta prasarana maritim lainnya dari ancaman yang dapat mengganggu 

keselamatan jiwa, keamanan harta benda, dan kelancaran perdagangan 

internasional. 

a. Ruang Lingkup Keamanan Maritim 

Ruang lingkup keamanan maritim mencakup berbagai bentuk 

ancaman yang dapat terjadi di laut, di antaranya: 

1) Terorisme Maritim, aksi terorisme yang menargetkan kapal atau 

pelabuhan, misalnya kasus serangan terhadap kapal Tanker 

Limburg di Yaman tahun 2002. 

2) Pembajakan (Piracy) dan Perompakan Bersenjata, serangan 

bersenjata oleh kelompok tertentu terhadap kapal untuk tujuan 

perampasan, penahanan, atau penculikan. 

3) Penyelundupan (Smuggling), termasuk penyelundupan narkoba, 

senjata, maupun barang ilegal melalui jalur laut. 

4) Human Trafficking, pemanfaatan jalur laut untuk perdagangan 

manusia secara ilegal. 

5) Ancaman Siber terhadap Kapal – serangan siber pada sistem 

navigasi, komunikasi, dan otomasi kapal modern yang semakin 

bergantung pada teknologi digital. 

Menurut Bueger (2015), keamanan maritim bukan hanya persoalan 

militer atau kepolisian semata, melainkan juga mencakup aspek hukum, 

ekonomi, politik, dan teknologi. Oleh karena itu, pendekatan keamanan 

maritim harus bersifat multidimensional dengan melibatkan banyak 

pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional. 

b. Keamanan Maritim di Kawasan Rawan 

Beberapa kawasan laut dunia dikenal rawan terhadap tindak 

kejahatan maritim, seperti Teluk Aden dan Samudera Hindia bagian barat 

yang sempat mengalami puncak pembajakan oleh perompak Somalia pada 

tahun 2008–2011, serta perairan Asia Tenggara, khususnya Selat Malaka, 

yang merupakan salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Menurut 

laporan ReCAAP Information Sharing Centre (2020), sekitar 35% kasus 
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perompakan global dalam kurun 2015–2019 terjadi di Asia Tenggara, 

menjadikannya hotspot utama bagi ancaman keamanan maritim. 

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah (2019) mengenai tingkat 

kerentanan kapal Tanker di Selat Malaka menunjukkan bahwa kapal yang 

memiliki rute tetap dan kecepatan rendah lebih rentan terhadap serangan 

perompakan. Hal ini mempertegas bahwa faktor teknis operasional kapal 

juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan maritim. 

c. Signifikansi Keamanan Maritim bagi Kapal Tanker 

Kapal Tanker, termasuk MT CHEM STAR, memiliki tingkat risiko 

yang lebih tinggi dibandingkan jenis kapal lainnya. Hal ini disebabkan oleh 

beberapa faktor, yaitu: 

1) Kargo yang diangkut biasanya berupa minyak, gas, atau bahan 

kimia yang bernilai ekonomi tinggi. 

2) Dampak lingkungan apabila terjadi sabotase atau ledakan dapat 

bersifat masif. 

3) Ukuran kapal yang besar membuat Tanker cenderung bergerak 

lebih lambat sehingga sulit bermanuver untuk menghindari 

serangan. 

Menurut penelitian Fitriyanto (2021), kapal Tanker seringkali 

menjadi target utama pembajakan karena kombinasi antara nilai ekonomis 

muatan dan kerentanan fisik kapal. Oleh karena itu, penerapan standar 

keamanan internasional seperti ISPS Code menjadi sangat penting untuk 

melindungi kapal Tanker dari potensi ancaman. 

d. Pendekatan Keamanan Maritim 

Keamanan maritim dapat dicapai melalui pendekatan berlapis 

(layered security approach), yang meliputi: 

1) Pendekatan Nasional: regulasi dan pengawasan oleh otoritas 

negara, termasuk patroli laut dan penegakan hukum. 

2) Pendekatan Internasional: kerja sama antarnegara melalui 

organisasi internasional seperti IMO, ReCAAP, maupun ASEAN. 

3) Pendekatan Perusahaan dan Kapal: penerapan ISPS  Code, 
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penyusunan Ship Security Plan (SSP), serta pelatihan awak kapal. 

Menurut Yusof (2020), keberhasilan keamanan maritim sangat 

ditentukan oleh sinergi antara aktor internasional, nasional, dan swasta. 

Tanpa kerja sama lintas sektor, kapal tetap berada dalam posisi rawan 

meskipun telah menerapkan prosedur keamanan internal. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep keamanan 

maritim merupakan payung besar yang menaungi seluruh upaya pencegahan 

terhadap ancaman di laut, baik berupa terorisme, pembajakan, maupun 

kejahatan transnasional lainnya. Bagi kapal Tanker seperti MT CHEM STAR, 

pemahaman atas konsep keamanan maritim sangatlah penting karena risiko 

yang dihadapi tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan 

dengan keselamatan jiwa awak kapal dan kelestarian lingkungan laut. Dengan 

demikian, keamanan maritim dan penerapan ISPS Code merupakan dua hal 

yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam konteks pencegahan 

pembajakan. 

 

5. Pembajakan di Laut (Maritime Piracy) 

Pembajakan di laut (maritime piracy) merupakan salah satu ancaman 

paling serius terhadap keselamatan pelayaran dan keamanan maritim 

internasional. Menurut United Nations Convention on the Law of the Sea 

(UNCLOS) 1982, pembajakan didefinisikan sebagai tindakan kekerasan atau 

penahanan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau 

penumpang sebuah kapal terhadap kapal lain di laut lepas. Definisi ini 

menekankan dua hal penting, yaitu tindakan ilegal yang dilakukan di laut lepas 

(high seas) dan tujuan pribadi, seperti perampokan, penyanderaan, atau 

pemerasan. 

Secara historis, pembajakan di laut sudah ada sejak zaman perdagangan 

internasional awal, ketika jalur laut menjadi sarana utama distribusi barang. 

Dalam konteks modern, pembajakan tidak hanya terjadi di laut lepas tetapi juga 

di wilayah perairan dekat pantai (armed robbery at sea), yang kerap 

menargetkan kapal Tanker, bulk carrier, hingga kapal penumpang. Menurut 
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International Maritime Bureau (IMB, 2022), Asia Tenggara, khususnya 

perairan Selat Malaka dan Laut Cina Selatan, masih termasuk kawasan rawan 

pembajakan karena padatnya jalur pelayaran internasional di wilayah tersebut. 

Pembajakan di laut umumnya dilakukan dengan cara menaiki kapal 

target menggunakan kapal kecil berkecepatan tinggi, lalu melumpuhkan awak 

kapal dengan ancaman senjata tajam maupun senjata api. Pada kasus yang lebih 

ekstrem, pembajak melakukan penyanderaan kru kapal dan menuntut tebusan. 

Selain itu, ada juga modus pencurian muatan (cargo theft) terutama pada kapal 

Tanker kimia dan minyak yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Hal inilah yang 

menjadikan Tanker seperti MT CHEM STAR rawan dijadikan sasaran, karena 

mengangkut muatan kimia cair yang bernilai tinggi di pasar gelap. 

Dampak pembajakan di laut sangat luas, baik terhadap aspek 

keselamatan jiwa awak kapal, kerugian ekonomi perusahaan pelayaran, hingga 

terganggunya stabilitas perdagangan global. Menurut Soeparno (2019), 

pembajakan di laut menimbulkan kerugian ekonomi mencapai miliaran dolar 

setiap tahunnya, termasuk biaya asuransi, rerouting kapal, hingga kerugian 

akibat tertundanya distribusi barang. Selain itu, ancaman psikologis bagi awak 

kapal juga sangat besar, karena mereka dapat mengalami trauma pasca-insiden 

pembajakan. 

Berbagai penelitian telah menyoroti fenomena ini. Gunarto (2017) 

menyatakan bahwa tingginya kasus pembajakan di Asia Tenggara 

berhubungan erat dengan lemahnya pengawasan di jalur pelayaran strategis dan 

keterbatasan koordinasi antarnegara pantai. Sementara itu, Nugroho (2020) 

menekankan bahwa kapal Tanker menjadi salah satu target utama pembajak 

karena membawa muatan bernilai tinggi serta memiliki kecepatan manuver 

yang relatif lebih rendah dibandingkan kapal kargo umum. 

Penerapan regulasi internasional, termasuk ISPS Code, menjadi salah 

satu instrumen penting dalam mengurangi risiko pembajakan. Dengan adanya 

kewajiban pelaksanaan Ship Security Plan (SSP), peningkatan pelatihan awak 

kapal dalam menghadapi ancaman keamanan, serta penerapan sistem 

keamanan kapal (Ship Security Alert System/SSAS), diharapkan kapal-kapal 
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dagang dapat lebih siap menghadapi potensi ancaman. Menurut Rahman 

(2021), penerapan ISPS Code di kapal Tanker di Indonesia terbukti mampu 

mengurangi kerentanan terhadap pembajakan, meskipun masih diperlukan 

sinergi dengan aparat penegak hukum laut di wilayah perairan rawan. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembajakan di laut bukan 

hanya permasalahan kriminalitas semata, melainkan juga isu strategis yang 

berkaitan dengan keamanan maritim global. Keberadaan ISPS Code menjadi 

payung hukum sekaligus pedoman teknis bagi kapal seperti MT CHEM STAR 

dalam mencegah serta meminimalisasi risiko insiden pembajakan, khususnya 

saat beroperasi di jalur pelayaran internasional yang rawan. 

 

6. Penerapan ISPS Code di Kapal Tanker (Studi Kasus MT CHEM 

STAR) 

Penerapan International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code 

pada kapal Tanker memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan 

pelayaran, khususnya terhadap ancaman pembajakan, perompakan, maupun 

terorisme maritim. Sebagai kapal pengangkut bahan kimia cair yang memiliki 

nilai ekonomi tinggi sekaligus berbahaya (hazardous cargo), kapal Tanker 

seperti MT CHEM STAR merupakan target potensial bagi tindak kriminal di 

laut. Oleh karena itu, implementasi ISPS Code di kapal ini harus dilakukan 

secara menyeluruh, mulai dari penyusunan dokumen hingga pelatihan awak 

kapal. 

Secara umum, ISPS Code mengatur dua aspek utama, yaitu pencegahan 

(preventive measures) dan penanggulangan (response measures). Pada MT 

CHEM STAR, pencegahan diwujudkan melalui penyusunan Ship Security Plan 

(SSP) yang memuat prosedur pengamanan akses ke kapal, pengendalian area 

terbatas (restricted areas), pemeriksaan orang dan barang yang naik ke kapal, 

serta pemantauan aktivitas mencurigakan di sekitar kapal. Penanggulangan 

diwujudkan dengan adanya sistem komunikasi darurat seperti Ship Security 

Alert System (SSAS), latihan (drills) menghadapi ancaman, serta koordinasi 

dengan otoritas pelabuhan dan aparat keamanan laut. 
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Menurut Hidayat (2018), penerapan SSP yang konsisten dapat 

meningkatkan kesiapsiagaan kru dalam menghadapi ancaman pembajakan, 

terutama ketika kapal berada di perairan rawan seperti Selat Malaka. Hal ini 

sejalan dengan penelitian Sukmana (2020) yang menemukan bahwa latihan 

rutin awak kapal dalam simulasi ancaman pembajakan mampu menekan 

potensi kepanikan serta mempercepat respon kolektif kru dalam situasi darurat. 

Pada MT CHEM STAR, implementasi ISPS Code juga mencakup peran 

penting Ship Security Officer (SSO). SSO bertugas memastikan bahwa setiap 

prosedur keamanan dijalankan sesuai standar, mulai dari pemeriksaan identitas 

pengunjung kapal, pengawasan CCTV, hingga pelaporan aktivitas 

mencurigakan. SSO juga menjadi penghubung utama antara kapal dengan 

otoritas keamanan di pelabuhan. Pratama (2021) menyebutkan bahwa 

keberhasilan penerapan ISPS Code di kapal Tanker sangat bergantung pada 

kapabilitas SSO dalam melatih kru dan menegakkan disiplin keamanan di atas 

kapal. 

Selain faktor internal kapal, penerapan ISPS Code pada MT CHEM 

STAR juga dipengaruhi oleh kerja sama dengan otoritas eksternal, seperti Port 

Facility Security Officer (PFSO) di pelabuhan. Kolaborasi ini penting karena 

ancaman pembajakan sering kali bermula saat kapal sedang bersandar atau 

dalam proses bongkar muat. Menurut International Maritime Organization 

(IMO, 2020), sinergi antara kapal dan fasilitas pelabuhan dalam melaksanakan 

prosedur keamanan menjadi salah satu faktor kunci menekan angka kejahatan 

maritim. 

Meskipun demikian, penerapan ISPS Code di kapal Tanker masih 

menghadapi beberapa tantangan. Nurdin (2019) mencatat bahwa keterbatasan 

sumber daya, kurangnya pemahaman kru mengenai standar keamanan, serta 

lemahnya pengawasan dari perusahaan pelayaran dapat mengurangi efektivitas 

ISPS Code. Oleh karena itu, untuk kasus MT CHEM STAR, dibutuhkan 

pengawasan ketat dari perusahaan operator, peningkatan kualitas pelatihan kru, 

serta evaluasi berkala terhadap implementasi SSP agar kapal selalu siap 

menghadapi ancaman pembajakan. Dengan demikian, penerapan ISPS Code di 
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MT CHEM STAR tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban regulasi 

internasional, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam melindungi 

keselamatan awak kapal, muatan, serta menjaga kelancaran operasional kapal 

di jalur pelayaran internasional yang rawan. 
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B. PENELITIAN TERDAHULU 

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu 
 

No. Penulis & 

Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Kelebihan Kekurangan 

1. Gunarto 

(2017) 

Analisis 

Penerapan 

ISPS Code 

pada Kapal 

Tanker  di 

Perairan 

Asia 

Tenggara 

Kualitatif 

deskriptif 

dengan studi 

kasus 

beberapa 

kapal Tanker 

Penerapan 

ISPS  Code 

berkontribusi 

besar dalam 

menekan 

ancaman 

pembajakan, 

khususnya 

melalui 

penerapan 

Ship Security 

Plan  (SSP) 

dan drills 

keamanan. 

Mengkaji 

penerapan 

ISPS Code 

secara 

praktis di 

kapal 

Tanker 

Tidak fokus 

pada satu 

kapal 

tertentu 

sehingga 

hasilnya 

masih 

umum 

2. Hidayat 

(2018) 

Efektivitas 

Ship 

Security 

Plan (SSP) 

dalam 

Pencegahan 

Aksi 

Pembajakan 

Studi 

lapangan & 

wawancara 

dengan awak 

kapal Tanker 

SSP terbukti 

meningkatka 

n 

kesiapsiagaan 

kru dan 

mempercepat 

respon dalam 

menghadapi 

ancaman 

pembajakan. 

Fokus 

pada aspek 

SSP yang 

merupaka 

n inti dari 

ISPS Code 

Kurang 

menyoroti 

kerja sama 

dengan 

pihak 

eksternal 

seperti 

pelabuhan 

3. Nurdin 

(2019) 

Tantangan 

Implementa 

Survei dan 

observasi 

Hambatan 

utama 

Memberik 

an 

Tidak 

membahas 
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  si ISPS 

Code  di 

Kapal 

Niaga 

Indonesia 

terhadap 

beberapa 

perusahaan 

pelayaran 

penerapan 

ISPS Code 

adalah 

kurangnya 

pelatihan kru, 

lemahnya 

pengawasan 

perusahaan, 

dan 

keterbatasan 

sarana 

pendukung. 

gambaran 

kendala 

nyata di 

lapangan 

secara 

spesifik 

upaya 

pencegahan 

pembajakan 

4. Sukmana 

(2020) 

Latihan 

Keamanan 

Awak Kapal 

sebagai 

Upaya 

Pencegahan 

Pembajakan 

Metode studi 

kasus dan 

wawancara 

Latihan rutin 

dan simulasi 

ancaman 

pembajakan 

terbukti 

meningkatka 

n koordinasi 

kru  serta 

mengurangi 

potensi 

kepanikan 

saat insiden 

terjadi. 

Menunjuk 

kan peran 

penting 

crew 

training 

dalam 

ISPS Code 

Belum 

membahas 

aspek 

teknologi 

pendukung 

seperti 

SSAS 

5. Rahman 

(2021) 

Penerapan 

ISPS Code 

pada Kapal 

Tanker  di 

Indonesia 

Pendekatan 

deskriptif 

analisis 

dengan 

Penerapan 

ISPS Code, 

khususnya 

melalui 

kombinasi 

Penelitian 

langsung 

pada kapal 

Tanker  di 

Indonesia 

Fokus 

hanya pada 

kapal 

Tanker 

tertentu 
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  dalam 

Menghadapi 

Ancaman 

Pembajakan 

observasi di 

kapal Tanker 

SSP, SSO, 

dan  SSAS, 

efektif dalam 

menurunkan 

risiko 

pembajakan 

di perairan 

rawan. 

 sehingga 

cakupan 

relatif 

terbatas 
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pengawasan 

Penerapan ISPS Code sering kali belum 

optimal  karena  keterbatasan  sumber 

daya, kurangnya pelatihan awak kapal, 

serta lemahnya 

implementasi standar keamanan 
 

 

DATAYANG DIBUTUHKAN 

1. Data hasil observasi 

2.  Data wawancara 

3. Dokumen keamanan 

kapal 

4.  Literatur pendukung 

 

 
ASUMSI ANALISIS MASALAH 

a. Penerapan ISPS Code di MT 

CHEM STAR efektif mencegah 

pembajakan. 

b. Pelatihan kru dan drills rutin 

meningkatkan kesiapsiagaan. 

c. Sarana pendukung (SSAS, akses 

terbatas, restricted areas) 

meminimalisasi risiko. 

d. Kolaborasi  kapal–pelabuhan 

(PFSO) menjadi kunci 

keberhasilan implementasi. 

MASALAH POKOK 

Ancaman pembajakan di laut masih 

menjadi risiko tinggi bagi kapal Tanker, 

termasuk MT CHEM STAR, yang 

mengangkut muatan bernilai ekonomi 

tinggi. 

Metode Penelitian 

KUALITATIF 

Objek Penelitian 

Penerapan ISPS Code di MT CHEM 

STAR 

TELUK ADEN 

MT CHEM STAR, periode 

operasional tahun 2024-2025 

Teknik Pengumpulan Data 

Observasi Lapangan, Wawancara 

dengan Crew & Perwira Kapal, 

Dokumentasi, Studi Pustaka 

Teknik analisis data 

Reduksi Data, Penyajian Data, 

Penarikan Kesimpulan 

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan ISPS Code di kapal Tanker MT 

CHEM STAR sebagai upaya pencegahan pembajakan. Penelitian diharapkan dapat 

memberikan gambaran mengenai sejauh mana ISPS Code diterapkan di kapal ini, 

kendala yang dihadapi, serta rekomendasi peningkatan efektivitasnya dalam 

menjaga keamanan pelayaran. 

 

C. KERANGKA PEMIKIRAN 

 

“PENERAPAN ISPS CODE DALAM PENCEGAHAN 

PEMBAJAKAN DI KAPAL MT CHEM STAR” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 2. 1 Kerangka Pemikiran
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan 

International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code dalam pencegahan 

pembajakan di kapal MT CHEM STAR, dapat disimpulkan bahwa secara 

normatif kapal telah memiliki kerangka sistem keamanan yang mengacu pada 

ketentuan ISPS Code, baik melalui keberadaan Ship Security Plan (SSP), 

penunjukan Ship Security Officer (SSO), maupun kepemilikan sertifikat 

keamanan kapal. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, kapal telah 

memenuhi persyaratan dasar keamanan kapal internasional sebagaimana 

diatur oleh International Maritime Organization dan regulasi nasional 

Indonesia. 

Namun demikian, implementasi ISPS Code di atas kapal MT CHEM STAR 

belum sepenuhnya berjalan secara optimal pada tataran operasional. Penelitian 

menemukan adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendukung keamanan, 

khususnya peralatan drill keamanan dan fasilitas pendukung pengawasan, 

yang berdampak pada rendahnya efektivitas sistem pencegahan pembajakan. 

Kondisi ini sejalan dengan temuan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang 

menyatakan bahwa kesenjangan antara standar regulasi dan kondisi riil di 

kapal masih menjadi tantangan utama penerapan ISPS Code di Indonesia. 

Selain keterbatasan fasilitas, ketidakkonsistenan pelaksanaan latihan 

keamanan (security drill) juga menjadi faktor krusial yang memengaruhi 

kesiapsiagaan awak kapal. Drill yang tidak dilaksanakan sesuai jadwal serta 

tidak mencakup seluruh skenario ancaman pembajakan menyebabkan 

pemahaman awak kapal terhadap prosedur keamanan tidak merata. Padahal, 

ISPS Code secara tegas menekankan bahwa latihan keamanan yang rutin dan 

terstruktur merupakan instrumen utama dalam membangun respons cepat dan 

koordinasi efektif awak kapal saat menghadapi ancaman nyata International 
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Maritime. 

 

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kesiapan awak kapal 

sangat dipengaruhi oleh kualitas pelatihan dan internalisasi prosedur 

keamanan. Awak kapal yang jarang dilibatkan dalam latihan cenderung hanya 

memahami prosedur secara teoritis, tanpa memiliki keterampilan praktis yang 

memadai. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko kegagalan respons 

apabila terjadi upaya pembajakan, khususnya di perairan rawan seperti Selat 

Malaka dan Asia Tenggara yang menurut laporan ReCAAP masih 

menunjukkan tren ancaman kejahatan maritime. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan ISPS Code di kapal 

MT CHEM STAR telah berjalan secara formal, namun masih memerlukan 

penguatan pada aspek operasional, terutama terkait pemenuhan sarana 

prasarana keamanan dan konsistensi pelaksanaan security drill. Peningkatan 

efektivitas penerapan ISPS Code menjadi kunci utama dalam meminimalkan 

risiko pembajakan, melindungi keselamatan awak kapal, serta menjaga 

keamanan muatan dan lingkungan laut. 

 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan Pelayaran 

Perusahaan pemilik dan pengelola kapal MT CHEM STAR disarankan untuk 

melakukan evaluasi berkala terhadap ketersediaan dan kelayakan sarana 

serta prasarana pendukung keamanan kapal. Pengadaan dan pemeliharaan 

peralatan keamanan harus disesuaikan dengan standar ISPS Code agar 

seluruh prosedur keamanan dapat dilaksanakan secara optimal dan 

berkelanjutan. 

2. Bagi Awak Kapal dan Ship Security Officer (SSO) 

Pelaksanaan security drill perlu dilakukan secara konsisten, terjadwal, dan 

mencakup berbagai skenario ancaman pembajakan. SSO diharapkan 

berperan lebih aktif dalam memastikan seluruh awak kapal memahami dan 

mampu menjalankan prosedur keamanan secara praktis, bukan hanya 
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administratif, guna meningkatkan kesiapsiagaan kolektif awak kapal. 

3. Bagi Regulator dan Otoritas Maritim 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan otoritas pelabuhan disarankan 

untuk memperkuat fungsi pengawasan dan audit keamanan kapal, tidak hanya 

berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada efektivitas 

implementasi di lapangan. Pendekatan pembinaan dan supervisi berkelanjutan 

perlu ditingkatkan agar kesenjangan antara regulasi dan praktik dapat 

diminimalkan. 

4. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian lanjutan disarankan untuk mengkaji penerapan ISPS Code pada 

jenis kapal lain atau membandingkan beberapa kapal tanker dengan 

karakteristik operasional berbeda. Selain itu, kajian yang 

mengintegrasikan aspek teknologi keamanan dan faktor human error 

diharapkan dapat memperkaya pengembangan strategi pencegahan 

pembajakan di sektor pelayaran. 
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Lampiran Dialog Wawancara 

 

 

WAWANCARA I 

 

 

Narasumber : Ship Security Officer (SSO) 

 

 

Peneliti : Bagaimana sistem pengamanan kapal MT CHEM STAR dalam upaya 

pencegahan pembajakan? 

 

SSO : Sistem pengamanan kapal secara prosedural sudah mengikuti ISPS Code. 

Awak kapal sudah mengetahui tugas masing-masing dan prosedur dasar keamanan 

telah disosialisasikan. 

 

Peneliti : Dalam pelaksanaan di lapangan, apa yang menurut Bapak masih perlu 

diperhatikan atau ditingkatkan? 

 

SSO : Yang perlu diperhatikan adalah sarana pendukung keamanan fisik. 

Beberapa alat pengamanan yang seharusnya dapat digunakan untuk mencegah 

pembajakan belum tersedia di kapal. 

 

Peneliti : Alat pengamanan fisik yang dimaksud seperti apa, Pak? 

 

 

SSO : Alat-alat seperti slippery foam, razor wire, anti-boarding net, dan water 

cannon. Pada saat saya bertugas, alat-alat tersebut tidak tersedia secara khusus 

sebagai perlengkapan keamanan kapal. 

 

Peneliti : Berarti alat-alat tersebut memang tidak ada di kapal? 

 

 

SSO : Iya, tidak tersedia. Upaya pengamanan lebih banyak mengandalkan 

prosedur, pengawasan manual, dan kesiapan awak kapal, bukan pada dukungan 

alat pengamanan fisik tersebut. 
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WAWANCARA II 

 

 

Narasumber : Chief Officer (CO) 

 

 

Peneliti : Menurut Bapak, apa faktor yang paling memengaruhi efektivitas 

pencegahan pembajakan di kapal? 

 

Chief Officer : Faktor utama adalah keseimbangan antara prosedur, kesiapan awak 

kapal, dan sarana pendukung keamanan. Jika salah satunya tidak ada, maka sistem 

keamanan menjadi kurang optimal. 

 

Peneliti : Bagaimana kondisi sarana pendukung keamanan fisik di MT CHEM 

STAR? 

 

Chief Officer : Untuk sarana seperti slippery foam, razor wire, dan anti-boarding 

net, kapal ini memang tidak dilengkapi dengan peralatan tersebut. Sedangkan 

water cannon tidak tersedia sebagai alat khusus untuk pengamanan pembajakan. 

 

Peneliti : Apa dampak dari tidak tersedianya alat-alat tersebut? 

 

 

Chief Officer : Tanpa alat penghalang fisik, pencegahan pembajakan hanya 

mengandalkan kewaspadaan kru dan prosedur. Jika terjadi ancaman nyata, respon 

kapal menjadi lebih terbatas. 

 

Peneliti : Apakah kondisi ini berpengaruh pada kesiapsiagaan awak kapal? 

 

 

Chief Officer : Iya, karena awak kapal tidak pernah berlatih menggunakan alat- 

alat tersebut. Jadi jika suatu saat diperlukan, kapal tidak memiliki opsi 

pengamanan tambahan selain tindakan manual. 
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WAWANCARA III 

 

 

Narasumber : Able Seaman (AB) 

 

 

Peneliti : Sebagai awak kapal, apakah Anda mengetahui adanya alat khusus untuk 

mencegah pembajakan di kapal ini? 

 

AB : Setahu saya, tidak ada alat khusus seperti itu di kapal. Kami hanya 

mengandalkan jaga, patroli, dan pengawasan di area kapal. 

 

Peneliti : Apakah Anda pernah mendengar atau mengetahui tentang slippery foam, 

razor wire, net, atau water cannon? 

 

AB : Saya pernah mendengar dari teori atau cerita kapal lain, tetapi di MT CHEM 

STAR alat-alat tersebut tidak tersedia. 

 

Peneliti : Bagaimana menurut Anda kondisi keamanan kapal tanpa alat-alat 

tersebut? 

 

AB : Menurut saya kurang maksimal. Kalau ada alat penghalang, pasti lebih 

membantu kru dalam mencegah orang naik ke kapal. 


